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NOMOR 

TENTANG

PUABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB

TAHUN 2023

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

bahwa untuk melaksanaka-n ketentuan Pasal 5 Peraturan
Gubernur Nomor 24 Taiun 2018 tentang Tata keda
Pejabat Pengelola Informasi dar Dokumentasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dar Dokumentasi (PPID) pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

bahwa Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dalam raigka pengumpulan,
pelayarar informasi secara cepat, tepat dan sederhana,
pendokumentasian darr pengamanan informasi publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud
dalam huruf a dal huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Biro Hukum tentang Pejabat Pengelola Informasi
darr Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Ba.rat Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negata Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {L€mbarar Negara Republik Indonesia Taiun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaral Negaja Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undalg-Undalg Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nolll.or 244, Tambahal l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kati diubah terathA dengan
Undang-Undalg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Oi4
tentarg Pemerintahan Daerah {Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomoi 58, Tambahan Lembaran
Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 'fahlurr 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembararl Negara Republik
Indonesia Tah.ur' 2022 Nomor 163, Tambahan l€mbaran
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Rraturarr Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentalg
Pedonan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraal
PeEerinta]lan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalarn Neged Nomor 35 Tahun 2O1O
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Inlormasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Ta-hun 2010 Nomor 245);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimara telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O tahun 2018 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentarg Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaral Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 1 14);

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata
Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggaia Barat Tahun 2018 Nomor 24);

Peraturar Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Kedudukal, Susunan Orgalisasi, TUgas dal Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Benta Daerah Provinsi Nusa Tenggara Ba-rat Ta_hun
2O21 Nomor 52).

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Ba-rat Tahun 2023
dengal susunal keanggotaal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
sebagai berikut :

Tugas :
a.melalsanalan kebijatan penyelenggaraan pelayaran

informasi Dublik:
b. mendokumentasikan, memverifikasi, menJrusun,

menyimpan dan mengelola bahan-ba|al Informasi publik;
c.mendokumentasikan, menyimpan menyediakan, dal

memberi pelayanan informasi publik;
d. mengajukan permohonan konsultasi uji konsekuensi ultuk

pengecualial informasi kepada PPID Provinsi;



e. konsultasi upaya penyelesaian sengketa informasi publik
kepada PPID Provinsi; dan

f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ol€h P,PID
Provinsi.

Wewenalg :
a. meminta, mengumpulkan, dokumen bal an-bahal informasi

publik dari bidang dan/atau bagian yarlg ada di masing-
masing Peralgkat Daerall;

b. melalsanakan rapat koordinasi da!/atau rapat kerla untuk
kelancaran tugas dan fungsi pelayalal informasi dengan
pejabat struktural dan fungsional di masing-masing
Perangkat Daerah; dan

c. menugaskan Pejabat Fungsional untuk mela-ksalakal
tugas-tugas pendokumentasial, verifrkasi, pengelolaan,
penyimparan bahan-bahan informasi publik-

KETIGA : Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal
04 Jaruari 2023.

Ditetapkan di: Mataram
Pada tanggal : Oktober 2023

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
q SEKREffry DAERAH,

H. FA

Tembusal disampaikal kepada Yth:
1 . Gubemur Nusa Tengga.ra Barat (sebagai laporan) ;
2. wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat.
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Lampiran
Nomor
Tarlggal
Tenta!g

Keputusan Gubemur Nusa TenggaJa Barat

Pelunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Biro Hukum Sekretar:iat Daerah Provirsi NTB Tahun 2023

I{o. I{ana Jabatan Instarsi Kedudukan dalsB PPID Keteranga!

1. sekretaris Daerah Provinsi NTB Atasan

2. Asisten Pemerintahan dan Kesej ahteraan
Rakvat Sekreta.riat Daera]: Provinsi NTB

Penanggung Jawab

3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi NTB

Ketua

Kepala Bagian Bantua-n Hukum pada Biio
Hukum Selaetariat Daerai Provinsi NTB

wakil Ketua

5. Fungsional Analis Hukum Ahli Muda selaku
Sub Koordinator Dokumentasi dan Naskah
Hukum Lainnva

Anggota

Staf Bagian Bantuan }lukum pada Biro
Hukum SeLretariat Daeral Provinsi NTB

Anggota 4 (empat)

orang

ArI. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
ARIS DAERAH,
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